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ABSTRAK 

Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban Pajak 

Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Studi 

Kasus PT XYZ Tahun 2019) 

Oleh  

Latifa Nuraini  

Akuntansi Keuangan Terapan  

Politeknik Negeri Jakarta  

 

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan serta pengeluaran negara. Pajak dilihat dari segi wajib pajak 

merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Upaya dalam 

miminimalkan atau menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan cara tax 

planning. Ada bebrapa metode yang digunakan dalam menghemat pajak yang 

masih dalam ruang lingkup secara legal. Salah satu penghematan pajak yang dapat 

dilakukan adalah tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tax planning yang diterapkan PT XYZ sudah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan maksimal dalam rangka untuk 

melakukan efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai serta untuk 

meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tax planning dengan menggunakan metode penundaan 

pengkreditan pajak belum menunjukan efisien sedangkan dengan metode 

pembelian BKP/JKP dengan PPN menunjukan efisiensi sebesar 5,96%. Selain itu,  

dengan menggunakan metode penundaan pembuatan faktur pajak keluaran dapat 

menghemat  pembayaran pajak khusus masa februari Rp.  12.260.000. Sehingga 

Tax Planning yang dilakukan PT XYZ dengan menggunakan metode pembelian 

BKP/JKP dapat mengefisiensikan PPN Terutang atau PPN yang dibayar. 

 

Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Efisiensi  
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ABSTRACT 

Analysis of The Application of Tax Planning in Improving The Efficiency of Value 

Added Tax Expenses Based on Law Number 42 of 2009 (Research Study PT XYZ 

in 2019) 

By 

Latifa Nuraini 

Akuntansi Keuangan Terapan  

Politeknik Negeri Jakarta  

 

Taxes are the largest state revenue used to finance development and state 

expenditures. Tax in terms of  taxpayers is one of the burdens that can reduce 

company profits. Efforts to minimize or suppress the tax burden as small as possible 

is by means of tax planning. There are several methods used to save taxes that are 

still within the legal scope. One of the tax savings that can be done is tax planning 

on Value Added Tax (VAT). This study aims to determine the tax planning 

implemented by PT XYZ is in accordance with Law Number 42 of 2009 and is 

maximal in order to make the efficiency of the payment of Value Added Tax and to 

minimize the amount of Value Added Tax owed. The research method used in this 

research is descriptive quantitative. The results showed that tax planning using the 

deferred tax crediting method has not shown efficiency, while the BKP/JKP 

purchase method with VAT shows an efficiency of 5.96%. In addition to using the 

delay method of making output tax invoices, you can save on special tax payments 

for the February period of Rp. 12,260,000. So the tax planning carried out by PT 

XYZ using the BKP/JKP purchase method can streamline VAT Payable or VAT 

paid.. 

Keywords: Tax, Tax Planning, Value Added Tax, Efficiency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber penerimaan 

negara dari tiga sektor yaitu penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Pada tahun 

2020 sumber penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. 

Menurut Kementerian Keuangan R.I, (2020) sumber penerimaan negara dari sektor 

pajak tahun 2020 mencapai 1.865,7 triliun.  

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan yang 

memiliki penghasilan kepada Negara. Dan negara memiliki kekuatan untuk 

memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan kata lain pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan 

pembangunan dan pengeluaran pemerintah. 

Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran-pengeluaran negara 

sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi 

laba bersih perusahaan, Aamalia  (2017). Hal ini terlihat bahwa  adanya perbedaan 

kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Bagi perusahaan pajak 

merupakan salah satu unsur beban yang dapat memperkecil laba (Budiarso, 2016).   

Hal yang tidak dapat dipungkiri dari kenyataannya bahwa pajak merupakan 

beban bagi wajib pajak, baik wajib pajak (WP) orang pribadi maupun wajib pajak 

(WP) badan yaitu perusahaan. Wajar apabila tidak ada satu pun perusahaan yang 

dengan senang dan suka rela untuk membayar pajak. Perusahaan akan semaksimal 

mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak atau berupaya untuk menghindari 

pembayaran pajak.  

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi, (2017) pajak pusat merupakan pajak yang 

dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bngunan (BPHTB). PPh dan PPN 

merupakan salah satu unsur beban yang dapat memperkecil laba suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pembahasan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang 

termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun 

jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari 

suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah 

tersebut merupakan hal utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. 

Pertambahan nilai itu sendiri tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi 

pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, manyalurkan maupun 

memperdagangkan suatu barang atau jasa kepada konsumen.  

Dalam hal ini perusahaan akan semaksimal mungkin membayar PPN dengan 

serendah-rendahnya atau berupaya untuk menghindari pembayarannya, namun 

masih dalam batasan wajar atau sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut 

dilakukan semata-mata oleh perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak 

sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka perusahaan dapat melakukan bebarapa upaya.  

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak agar 

dapat memperoleh keuntungan yang optimal adalah dengan melakukan 

penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) Handoko 

& Dwijayanti (2015). Menurut K. McGill, A. Haye, Lipo., (2017) Penggelapan 

pajak (tax evasion) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk 

menghindari pajak secara illegal atau melanggar Undang-Undang. Sedangkan 

penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

penghindaran pajak yang masih dalam batasan Undang-Undang perpajakan, 

misalnya tax planning Amalia  (2017).  

Tax planning dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak sebagai bagian 

dari penghematan pajak (tax saving) Haniyadewi (2011). Tax planning diterapkan 

untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya sehingga dapat meningkatkan 

laba. Dengan kata lain tujuan adanya tax planning adalah merekayasa beban pajak 
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hingga serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Budiarso, 

2016). 

Salah satu tax planning  yang diterapkan oleh PT XYZ adalah tax planning atas 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perencanaan PPN dilakukan untuk meminimalkan 

besarnya hutang PPN. Dengan harapan akan meringankan beban pajak yang harus 

ditanggung PT XYZ. PPN dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa 

di dalam daerah Pabean Arfamaini & Yoliviana (2019).  

Tax planning atas PPN dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tax planning 

atas PPN dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pajak masukan yang dapat 

dikreditkan, memperoleh barang dan jasa dari perusahaan kena pajak (PKP), dan 

menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya 

akhir bulan setelah masa pajak berakhir Budiarso (2016). Menurut Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak 

keluaran dalam masa pajak yang sama, dengan menggunakan faktur pajak yang 

memenuhi persyaratan, dan  pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak 

berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang 

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan 

pemeriksaan. 

PT XYZ merupakan perusahaan jasa dan dagang yang bergerak dibidang 

internet service provider, yang telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak 

(PKP). PT XYZ wajib untuk memungut PPN atas penjualan barang dagangan yang 

disebut dengan pajak keluaran, dan wajib untuk dipungut PPN atas pembelian 

barang dagangan yang disebut dengan pajak masukan. PT XYZ selalu membayar 

PPN terhutang dan melaporkan nya setiap bulan. Dalam upaya meminimalisir 

beban pajak PT XYZ telah melakukan tax planning atas PPN namun belum secara 

maksimal. Pada tahun 2019 PT XYZ dari hasil operasional perusahaan setiap 

masa didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan sebesar Rp. 

3.619.348.601 sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pembelian 

barang atau jasa untuk kebutuhan perusahaan sebesar Rp. 1.476.765.903. Dari 

nominal tersebut, nampak bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan 
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perusahaan cukup besar. Hal ini dikarenakan PT XYZ menanggung pembayaran 

PPN atas faktur pajak keluaran yang sudah diterbitkan sehingga mengakibatkan 

pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan. Oleh karena itu tax 

planning pajak pertambahan nilai yang baik dan sesuai dengan undang-undang 

sangatlah diperlukan untuk perusahaan dalam rangka meminimalisir pembayaran 

pajak terutang. Keadaan ini memberikan alasan bagi penulis untuk menganalisis 

tax planning yang sudah diterapkan oleh PT XYZ dalam upaya peningkatan 

efisiensi beban pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia, (2018) terkait analisis 

penerapan tax planning atas pajak pertambahan nilai dalam upaya meningkatkan 

efisiensi beban pajak pada PT Agra Jaya. PT Agra Jaya merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam memproduksi kursi kantor dan sofa. Hasil dari 

penelitian tersebut menginformasikan bahwa PT Agra Jaya berkewajiban untuk 

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu 

PPh 21 dan PPh Badan. PT Agra Jaya telah melakukan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun perusahaan 

belum sepenuhnya menerapkan tax planning sebagai peluang dalam 

pengoptimalan beban pajaknya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penilitian ini terdapat pada subjek penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian 

ini perusahaan jasa dan dagang yang beregerak dibidang telekomunikasi.  

Penelitian sebelumnya (Kusviyanti, 2020) yang berjudul penerapan tax 

planning untuk mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai pada PT. Rahmi Ida 

Nusantara Surabaya. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bahwa tax 

planning dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu 

mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap 

bulannya. Tax planning pembelian BKP/JKP dengn PPN mampu mencapai 

efisiensi sebesar 6,59%. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini 

terdapat pada subjek penelitian yang akan diteliti dan tujuan penelitiannya bahwa 

penelitian sebelumnya hanya ingin melihat tingkat efisiensi dalam tax planning 

yang sudah diterapkan oleh perusahaan. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis 

penerapan tax planning atas PPN oleh PT XYZ yang sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009 maka penulis mengambil 

judul “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Peningkatan Efisiensi Beban 

Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

(Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bahwasannya berdasarkan dari hasil wawancara awal diperoleh informasi 

yang menyatakan bahwa PT XYZ dalam upaya untuk menghemat beban Pajak 

Pertambahan Nilai sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada 

tax planning Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melakukan perencanaan pajak, PT 

XYZ belum secara maksimal mengoptimalkan beban pajaknya. Hal ini terlihat 

pada pembayaran hutang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh PT XYZ 

cukup besar pada tahun 2019. Pada tahun 2019 PT XYZ dari hasil operasional 

perusahaan setiap masa didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan 

sebesar Rp. 3.619.348.601 sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas 

pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan perusahaan sebesar Rp. 

1.476.765.903. Dari nominal tersebut, nampak bahwa pajak keluaran yang harus 

dibayarkan perusahaan cukup besar. Hal ini dikarenakan PT XYZ menanggung 

pembayaran PPN atas faktur pajak keluaran yang sudah diterbitkan sehingga 

mengakibatkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin mengetahui bagaimana PT 

XYZ dalam menerapkan tax plannning atas PPN apakah sudah sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan perpajakan Nomor 42 tahun 2009 dan apakah 

sudah maksimal dalam mengefisiensikan beban atas PPN yang terhutang oleh PT 

XYZ pada tahun 2019. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang penulis 

peroleh sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan tax planning atas PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ 

merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009? 
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2. Bagaimana pengaruh penerapan tax planning atas PPN terhadap beban PPN 

pada PT XYZ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT XYZ dalam memaksimalkan penerapan 

tax planning atas PPN? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan PT XYZ dalam mengefisiensikan beban PPN 

? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menyusun beberapa 

tujuan diantaranya : 

1. Menjelaskan penerapan tax planning atas PPN yang telah dilakukan oleh PT 

XYZ merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 

2009.  

2. Menganalisis pengaruh penerapan tax planning atas PPN terhadap beban PPN 

pada PT XYZ.  

3. Menganalisis upaya yang dilakukan PT XYZ dalam memaksimalkan penerapan 

tax planning atas PPN. 

4. Menganalisis upaya yang dilakukan PT XYZ dalam mengefisiensikan beban 

PPN. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk lebih memperjelas masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis membatasi penulisan pada subjek, waktu dan ruang lingkup penelitian agar 

lebih mudah dipahami, adapun pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT XYZ 

merupakan perusahaan dagang dan jasa yang bergerak dalam bidang internet 

service provider dengan periode data yang digunakan tahun 2019 

2. Penelitian menfokuskan pada analisis terhadap tax planning yang sudah 

diterapkan oleh PT XYZ untuk mengefisiensikan beban pajak atas PPN yang 

terhutang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. sumber 

data yang akan digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan 

penanggung jawab keuangan dan perpajakan PT XYZ tersebut. Sedangkan data 

sekunder penulis menggunakan laporan dan catatan-catatan yang terkait dengan 

perpajakan yaitu berupa perhitungan dan laporan pembayaran pajak. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian dalam penulisan penelitian “Evaluasi Penerapan Tax 

Planning Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai 

sesuai dengan Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2019)” dibagi 

menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini manfaat teoritis  

dan manfaat praktis penelitian yang dilakukan. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta menambah 

wawaasan mengenai  tax planning atas PPN untuk perusahaan yang sudah PKP 

dan di kenakan PPN atas pembelian dan penjualan BKP/JKP. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa yang ingin 

mengetahui tentang tax planning atas PPN pada suatu perusahaan dan menjadi 

referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada 

pimpinan PT XYZ mengenai penerapan Tax Planning yang sudah sesuai dengan 

UU No 42 Tahun 2009, sehingga dapat meningkatkan efisiensi terhadap beban 

pajak terutang pada periode selanjutnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, didalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,, batasan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan ada penjelasan secara mendetail 

tentang teori-teori yang relevan dengan konteks penelitian. Teori yang diuraikan 

dalam bab ini adalah teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti 

definisi, fungsi, pembagian hukum, sistem pemungutan, pengertian pajak 

pertambahan nilai dan kewajiban wajib pajak. Selain itu akan dijelaskan apa itu 
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tax planning dan bagaimana metode perencaan pajak yang digunakan untuk 

mengfisiensikan beban pajak. 

BAB 3 Metedologi Penelitian didalam ini akan menjelaskan tentang 

pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data yang digunakan 

merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan baik 

melalui wawancara ataupun observasi. Serta data sekunder yaitu data yang 

bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta dijelaskan pula mengenai prosedur 

pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian. 

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, didalam bab ini menjelaskan hasil-hasil temuan 

di lapangan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas bisnis perusahaan, dan 

penerapan perpajakan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

Penulis juga mempertimbangkan standar yang berlaku dalam pelaksanaan di 

lapangan, hingga ditemukan permasalahan yang terjadi dan kesimpulan serta solusi 

permasalahan tersebut. 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari 

hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan dan 

tujuan penelitian. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan di sajikan 

dalam bentuk perhitungan pada bab sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan mengenai perencaan pajak yang dilakukan oleh PT XYZ anatara lain 

yaitu :  

1. Dalam menerapkan tax planning Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ telah sesuai 

dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Mulai dari pengkreditan pajak 

masukan yaitu pajak masukan dikrditkan setiap masa dan tidak lebih dari tiga 

bulan sehingga pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Dan 

penundaan faktur pajak keluaran perusahaan tidak melebihi batas waktu 

pembuatan faktur pajak sehingga tidak sampai dikenakan sanksi atas 

keterlambatan penerbitan faktur pajak. 

2. Bahwasannya dengan diterapkannya tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai 

yang sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009. Maka perusahaan dapat menghemat 

atas pembayaran pajak kurang bayar sehingga berpengaruh pada kas keluar 

perusahaan yang menjadi lebih kecil. Terlihat dari kurang bayar yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp. 87.953.828. 

3. Dalam memaksimalkan penerapan tax planning PT XYZ telah mengupayakan 

menggunakan 3 metode, yaitu : 

a. Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan PPN. 

PT XYZ dalam melakukan transaksi pembelian tidak hanya membeli 

BKP/JKP dengan PPN tetapi juga membeli BKP/JKP tanpa PPN. Namun 

dengan metode ini dapat menunjukkan efisiensi terhadap beban Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar Rp. 87.953.828 atau setara dengan 5,96%. Hal 

ini dikarenakan PT XYZ melakukan pembelian kepada pengusaha yang 

sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dikenakan PPN 

atas setiap transaksi pembelian. 

b. Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan. 

PT. XYZ dalam menerapkan penundaan pengkreditan pajak masukan sudah 
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sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU PPN Pasal 9 Ayat 9. Dengan 

metode ini perusahaan belum menunjukan efisiensi terhadap beban Pajak 

Pertambahan Nilai, karena metode in hanya meratakan pajak terhutang 

setiap bulannnya agar tidak ada kurang bayar/lebih bayar yang terlalu besar. 

c. Penundaan Pembuatan Faktur Pajak dalam hal penjualan BKP/JKP yang 

pembayarannya belum diterima. Khusus pada masa februari 2019 

perusahaan memperoleh penghematan atas penundaan faktur pajak sebesar, 

Rp.  12.260.000 

4. Dari ketiga metode tersebut menunjukan bahwa metode yang paling efisien 

untuk perencanaan pada PT XYZ yaitu metode pembelian BKP/JKP dengan 

PPN. Dengan metode pembelian BKP/JKP dengan PPN dapat menghasilkan 

efisiensi terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 87.953.828 atau 

setara dengan 5,96%.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, 

maka penulis memberikan saran kepada perusahaan yaitu:  

1. Penulis menyarankan kepada perusahaan agar tidak lagi mengalami 

keterlambatan bayar dan lapor SPT Masa PPN sehingga tidak dikenakan 

sanksi. 

2. Penulis menyarankan untuk lebih memaksimalkan metode penundaan 

pembuatan faktur pajak. Dikarenakan masih banyak klien yang melakukan 

telat bayar sehingga perusahaan tidak lagi menalangi pembayaran PPN kepada 

negara. PT XYZ juga dapat mempertimbangankan syarat pembayaran yang 

ideal, yaitu tidak lebih dari 45 hari setelah penyerahan BKP/JKP. 

3. Penulis juga menyarankan untuk lebih memaksimalkan pajak masukan dengan 

melakukan pembelian kepada supplier yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. Dikarenakan syarat untuk pajak masukan yang dapat 

dikreditkan dengan pajak keluaran adalah faktur pajak yang sesuai dengan 

Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan faktur pajak dapat dibuat oleh 

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan untuk 

divisi akuntansi dan perpajakan diperlukan ketelitian yang lebih baik dalam 

melakukan rekap PPN sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pengkreditan 
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pajak masukan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan 

memaksimalkan pajak masukan dapat menekan beban pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan. 

4. Bagi pihak manajemen pajak diharapkan dapat terus memperbaharui tax 

planning seiring dengan peraturan perpajakan yang diperbaharui oleh 

Direktorat Jenderal Pajak.  
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LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA 

Narasumber  : Supervisor Keuangan dan Pajak PT XYZ 

Tanggal Wawancara : Senin, 19 Juli 2020 

Tempat : PT XYZ 

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

1. Bagaimanakah sejarah awal berdirinya perusahaan ini? 

Jawab: awal berdirinya PT XYZ yaitu merupakan perusahaan jasa telekomunikasi, 

penyewaan, pengadaan barang. Kemudian saat ini hanya jasa 

telekomunikasi yang khususnya backbone dan backhaul  seperti 

membangun jasa center, membangun tower, membuat jaringan, 

menyewakan kabel jaringan yaitu jartup (jaringan tertutup dengan kabel 

yang melewati jalur tanah). 

2. Apa kegiatan utama dari perusahaan ini? 

Jawab: Penjualan bahan baku telekomunikasi misal bahan baku untuk jaringan, 

seperti kabelnya dan menjual jasa nya yaitu berupa internet dan penyiaran 

untuk tv seperti kabel tv. menyewakan kabel jaringan di wilayah jawa dan 

bali yang melalui jalur kereta api. 

3. Bagaimanakah kondisi usaha perusahaan pada tahun 2019? 

Jawab: kondisi perusahaan pada tahun 2019 masih cukup bagus karena memiliki 

16 titik jaringan yaitu cilegon, tangerang, serpong, tangsel, jakarta pusat, 

jakarta barat, jakarta timur, jakarta selatan, bogor, depok, bandung, bekasi, 

cikarang, solo, surabaya, bali dan terlihat dari omzet juga memiliki omzet 

35 M.  

4. Pada tahun 2019, Apakah perusahaan ada masalah terkait dengan PPN? 

Jawab: pada tahun 2019 tidak ada masalah terkait dengan PPN  

5. Bagaimanakah dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan ? 
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Jawab: pemenuhan kewajiban tahun 2019 masih normal, walaupun ada beberapa 

periode yang telat lapor dan bayar tapi masih aman. 

6. Apakah anda tahu mengenai Tax Planning atas pajak pertambahan nilai? 

Jawab: ya saya tahu 

7. Dari mana anda tahu mengenai Tax Planning atas pajak pertambahan nilai 

untuk menghemat pembayaran pajak? 

Jawab:  saya mengeahui dari teman saya yang bekerja di kantor konsultan pajak 

sehingga saya diberi tahu untuk menghemat pembayaran pajak dengan 

melakukan tax planning 

8. Dalam melakukan tax planning atas PPN, metode apa saja yang digunakan 

oleh perusahaan dalam hal penghematan beban Pajak Pertambahan Nilai? 

Jawab:Perusahaan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, 

Perusahaan memaksimalkan pembelian atau perolehan BKP/JKP dengan 

PPN dan Perusahaan menunda pembuatan faktur pajak yang 

pembayarannya belum diterima 

9. Apakah perusahaan hanya memperoleh barang dagang dan jasa kepada 

pengusaha kena pajak (PKP)?  

Jawab: dalam melakukan transaksi perolehan barang dagang dan jasa tidak hanya 

ke Perusahaan Kena Pajak (PKP) 

10. Apakah metode pengkreditan pajak masukan sudah diterapkan secara 

maksimal untuk penghematan PPN?  

Jawab: pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran sudah dilakukan secara 

maksimal. 

11. Apakah metode penundaan pembuatan faktur pajak sudah diterapkan secara 

maksimal untuk penghematan PPN? Dan bagaimana mekanisme nya ? 

Jawab: biasanya metode ini dilakukan karena adanya klien yang telat bayar atau 

ada outstanding. jika lebih dari 3 bulan outstanding, kita hold dulu FP nya. jika 
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sudah ada pembayaran dari klien, baru kita terbitkan Fakturnya. penerbitan Faktur 

sesuai dengan tanggal pembayaran, bukannya sesuai dengan Invoice.  

12. Apakah ada masalah dalam hal penerapan tax planning ? 

Jawab: tidak ada masalah 

13. Menurut bapak penerapan tax planning yang digunakan oleh perusahaan 

apakah sudah maksimal untuk penghematan beban PPN? 

Jawab: belum maksimal  

14. Jika belum, apakah bapak ada pilihan untuk menambahkan metode dalam 

memaksimalkan tax planning yang sesuai dengan undang-undang ? 

Jawab: sampai saat ini yang saya tahu hanya metode itu saja yang bisa digunakan 

dalam menghemat beban PPN 

15. Untuk mengefisiensikan beban PPN apakah ada cara lain yang digunakan 

oleh perusahaan selain pengunaan tax planning? 

Jawab: tidak, untuk saat ini hanya itu yang dilakukan oleh perusahaan 

 

 

 


